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Penyusun 

Judul 
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. . 

ABSTRAK 

H. Andi Rasdiyanah 

INTREGRASI SISTEM PANGNGADBRRKRG ( ADAT ) 

DENGAN SISTEM SYARIAT ISLAM SEBAGAI 

PANDANGAN HIDUP ORANG BUGIS DALAM 

LOBTARAK LATOA 

---------------------------------------------------------
I 

~ ~ Penelitian ini difokuskan pada (1) hubungan hukum 

adat dengan hukum Islam dalam pola integrasi sistem 

Pangngaderreng dengan sistem syariat Islam yang kemudian 

berintegrasi dengan hukum Nasional. {2) Perbendaharaan 

Syariat Islam dengan sistem budaya dan sistem sosial, 

serta kemampuannya dalam memberikan pengarahan hidup 

nilai agama, sosial dan budaya kepada orang ·Bugis. (3) 

Peranan sistem Pangngaderreng yang ditunjang dengan unsur 

sirik dalam Lontarak Latoa terhadap pelaksanaan syariat 

Islam bagi masyarakat Bugis di Tana Bone pada periode 

Lontarak , dan kesinambungan implikasinya pada masyarakat 

Bugis di Kabupaten Bone pasca Lontarak, serta wujud 

sumbangannya bagi pengembangan hukum Islam dalam kerangka 

pembinaan hukum Nasional. 

Alasan untuk mengangkat Latoa menjadi obyek utama 
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sebagai Lontarak yang berisi Pangngaderreng, karena 

(1) Latoa mengandung sistem Pangngaderreng secara leng-

kap yang ditulis dalam bahasa Bugis, yang mengalami 

penulisan ulang setelah masuknya Islam, serta lebih 

banyak mengandung konsep Syariat Islam. (2) Tokoh-tokoh 

nara sumber adalah tokoh Bugis abad XV dan XVI 

(kecuali Nabi Muhammad SAW., dan Lukman Al-Hakiem), 

menjelang diterimanya Islam sebagai agama resmi kerajaan. 

Adapun penetapan Bone sebagai obyek, didasarkan atas 

pertimbangan bahwa (1) Kerajaan Bone merupakan kerajaan 

Bugis yang paling besar dan terkenal pada periode Latoa, \: 

yang meskipun terlambat masuk Islam (1611), namun 

kemantapan keislamannya tidak kurang bobotnya dibanding 

dengan kerajaan lainnya. (2) Perbedaan antara kelompok 

elit dengan warga masyarakat lainnya dewasa ini, masih 

cukup jelas, sehingga agak mudah mengamati pengaruh 

Pangngaderreng bagi setiap strata sosial yang ada. 

Pengumpulan data dilakukan dengan studi naskah 

kepustakaan, dokumentasi, wawancara dan observasi. Sumber 

utamanya adalah Lontarak Latoa yang telah ditransliterasi 

dan diterjemahkan oleh Mattulada (disertasi 1975) dari 

Latoa yang termuat dalam Behr julid II halaman 1 sampai 

dengan halaman 180 yang diterbitkan oleh Matthes (1872) 

yang disalin dalam Latoa tulisan tangan (hs) pemberian 
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Arung Pancana Collik Puji 'e yang disalin khusus dengan 

indahnya untuk Matthes. 

Studi naskah yang dilakukan adalah penempatan Latoa 

sebagai sumber data substansial sambil bekerja di atas 

hasil telaah naskah cetakan yang telah dilakukan oleh 

peneliti sebelumnya, dengan analisis pemaknaan teks yang 

mengungkapkan nilai-nilai budaya lama sebagai alternatif 

pengembangan kebudayaan. 
\I 

Sumber lainnya adalah Lontarak Sukkukna Wajo, (LSW) \J! ) , 

tulisan Andi Makkaraka Arung Bettengpola, Wajo yang 

ditranskripsi dan ditr&nsliterasi oleh Andi Zainal Abidin 

Farid ( disertasi 1975 ), sistem syariat Islam, profil 

orang Bugis dalam Latoa, peraturan-peraturan hukum 

Nasional serta masyarakat Bugis di Bone sepanjang yang 

berkaitan dengan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang 

akidah syariat dan akhlak. 

Penelitian bertujuan mengetahui berbagai pola pikir 

yang berintegrasi dalam sistem Pangngaderreng, meliputi 

pola pikir Pancasila, adat dan Islam menurut Latoa. 

Disamping itu menonjolkan peranan konsep sarak dan unsur-

unsur pangngaderreng lainnya yang telah dipengaruhi oleh 

Islam dalam membentuk pandangan, sikap dan tingkah laku 

orang-orang Bugis dalam kehidupan bermasyarakat, bernega-

ra dan beragama, sebagai pembenaran anggapan bahwa orang 
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bugis, identik dengan Islam. ' f l .t , • .,,, ...... 

Kegunaan penelitian diharapkan kiranya dapat diper

timbangkan sebagai sumber inf ormasi ilmiah yang dapat 

dimanf aatkan untuk pengembangan khazanah daerah dan 

penelitian agama. Diharapkan pula untuk dapat menciptakan 

sistem penghargaan kepada karya-karya ilmiah yang dapat 

mempertinggi martabat suku bangsa, bangsa Indonesia dan 

Umat Islam. Bagi IAIN dan Departemen Agama sendiri diha-

rapkan dapat dipergunakan sebagai bahan bagi pengembangan 

dan pembinaan hukum Islam di Indonesia dalam kerangka 

pembinaan hukum Nasional. 

Pembahasan syariat Islam dalam hubungannya dengan 

masyarakat Bugis Bone, didekati dari sudut sistem agama, 

dengan melibatkan pendekatan budaya untuk mencari unsur-

unsur syariat Islam yang terdapat dalam Pangngaderreng 

serta f aktor-f aktor yang mempengaruhi perkembangan dan 

penerapannya. Pendekatan sosial dilakukan juga dengan 

mempelajari peranan-peranan tertentu yang tertuang dalam 

sumber-sumber Pangngaderreng sebagai satu sistem yang 

berlaku pada masyarakat Bugis Bone. Secara integralistik 

akan terlihat keterkaitannya dalam kontek sosial budaya 

dan pengaruh Islam dalam berbagai aspek kehidupan orang 

Bugis secara berkesinambungan. 

Setelah dilakukan penelitian dan pembahasan melalui 
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proses yang telah dikemukakan, maka ditemukanlah hal-hal 

sebagai berikut . 

II 

Pangngaderreng sebagi sistem budaya dan sistem 

sosial, adalah petuah raja-raja dan orang bijaksana di 

Tana Bone abad ke 16/17 yang berisi bahan-bahan tertulis 

yang terdapat dalam Lontarak Latoa yang melukiskan pan

dangan hidup orang Bugis, meliputi norma-norma keagamaan, 

sosial, budaya, kenegaraan, hukum dan sebagainya, terdiri 

atas unsur adek (dalam arti sempit), rapang (yurispruden

si), bicara (peradilan), Warik (pelapisan sosial) seba

gai unsur aslinya setelah memperoleh tambahan dengan 

unsur sarak (syariat Islam) sebagai dampak islamisasi, 

menjadikan lima unsur yang berintegrasi menjadi satu 

sistem nilai yan·g pada gilirannya berintegrasi dengan 

sistem hukum Nasional. 

Islam diterima sebagai agama resmi kerajaan Bone 

(1611 M), telah berhasil menanamkan nilai-nilai dalam 

masyarakat sehingga tertuang dalam sistem Pangngader

reng. Para penutur Latoa tidak menangkap ajaran Islam 

secara harf iah melainkan secara maknawi dari para penyiar 

Islam, sehingga dalam Latoa tidak terdapat nash-nash Al-
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Qur•an dan hadis serta pendapat ulama secara eksplisit. 

Namun, nilai-nilai Islam telah diserap dan diintegrasikan 

dengan ajaran-ajaran adat dalam Latoa. 

Integrasi terjadi dalam dua bentuk, Substansial dan 

Struktural. Integrasi Substansial terjadi dalam dua 

bentuk pula yaitu (1) Integrasi yang bersifat asimilasi 

berupa pembauran beberapa aspek Pangngaderreng dengan 

Syariat Islam, yang sulit dipisahkan. (2) Integrasi yang 

bersifat adaptasi antara ajaran syariat Islam dengan 

beberapa ajaran Pangngaderreng. 

Adapun wujud integrasi struktural adalah pencantuman 

sarak sebagai salah satu aspek Pangngaderreng, dengan 

ditetapkannya aparat sarak (Qadhi dan sebagainya) seba-

gai aparat kerajaan. t/ 

Integrasi aspek-aspek syariat Islam dengan aspek

aspek Pangngaderreng dalam Latoa, terlihat dalam berbagai 

ungkapan dan pernyataannya. Akidah ketauhidan sebagai 

salah satu aspek syariat Islam (dalam pengertian umum) 
: 

terlihat dalan Latoa. Lontarak yang ditulis sebelum Islam 
, 

seperti I La Galigo, belum menyebut Allah sebagai Tuhan, 

tetapi dengan nama Datu Palanroe, Aji Patotoe dan La 

Puangnge. Lontarak Sukkukna Wajo menyebut Tuhan dengan 

Dewata Seuwae ( Tuhan Yang Esa ). Karena pengaruh Islam, 

Latoa sudah menyebut Tuhan dengan Allah Ta'alla dalam 
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jumlah lebih banyak dibanding nama dewata. Ajaran kee

saan Tuhan dalam Latoa lebih jelas dibanding dengan I La 

Galigo. Allah menurut Latoa ditempatkan sebagai zat yang 

transenden. Kepadanya manusia menyerahkan diri, tempat 

menyatakan rasa syukur dan pujian mengharapkan rahmat dan 

sebagainya. 

Ajaran-ajaran akhlak juga terdapat dalam sejumlah 

alinea Latoa, telah terintegrasi dengan ajaran Islam. 

Misalnya ajaran pensucian diri, Keikhlasan beramal, 

berbuat adil, hubungan baik dengan sesama, kepatuhan 

kepada raja sepanjang raja patuh kepada adat dan sebagai-

nya. v 
Pangngaderreng yang berkaitan dengan kenegaraan 

telah terintegrasi dengan aspek Fikih Siyasah dalam 

syariat Islam yang tidak menentukan bentuk negara, tetapi 

hanya menetapkan prinsip-prinsip hidup kenegaraan 

yakni prinsip-prinsip ketuhanan, Syura (musyawa

rah), keadilan, kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. 

Dalam Latoa, corak negara bersifat monarchi, tetapi 

bukan monarchi absolut. Raja tidak dipilih tetapi diang

kat berdasarkan keturunan. Namun tidak berarti raja 

dapat berbuat sekehendaknya. Kekuasaan raja dibatasi oleh 

aturan-aturan adat. Sepanjang raja patuh pada Pangngader

reng, maka rakyat wajib mematuhinya. Raja dipecat bila ia 
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menyimpang~ Kerajaan mempunyai lembaga adat tempat bermu

syawarah untuk merumuskan berbagai kebijaksanaan yang 

akan dilaksanakan oleh kerajaan, yang disebut baruga. 

Pangngaderreng yang bersangkut paut dengan bicara 

(peradilan) terintegrasi dengan aspek qadha dalam hukum 

Islam. Latoa menggariskan sejumlah norma bagi hakim dalam 

memutuskan perkara Hakim (pabbicara) harus memiliki 

pengetahuan luas tentang hukum, bersandar kepada Allah 

dalam memutuskan perkara, tidak dilakukan dalam keadaan 

marah atau terlalu girang, larangan menerima sogokan, 

tidak pilih kasih, perlu saksi dan sumpah bagi terdakwa, 

semuanya itu telah digariskan juga oleh syariat Islam. 

Dalam aspek Warik, Latoa menetapkan pelapisan sosial 

terdiri dari Anakarung (bangsawan), To Maradeka (orang 

merdeka, orang kebanyakan} dan Ata (hamba sahaya). Baik 

Pangngaderreng maupun syariat Islam sama-sama menghargai 

dan memberi hak-hak tertentu kepada budak yang tidak 

boleh dilanggar. Budak harus diperlakukan secara adil dan 

manusiawi, bahkan raja bisa dihukum karena mengabaikan 

hak para budak. Integrasi substansial ini bersifat asi

milasi. 

Pangngaderreng yang bersif at putusan hukuman mem

punya i beberapa kesamaan dengan putusan hukuman dalam 

syariat Islam. Dalam Pangngaderreng dikenal hukum dera, 
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hukum bunuh, diusir dari negeri, disita dan sebagainya. 

Dalam beberapa hal terdapat perbedaan, antara lain, 

perbuatan zina dihukum bunuh. Dalam Islam, pezina ghairu 

muhshan didera dan pezina mushshan dihukum rajam. Hukuman 

tentang pelanggaran terhadap raja dan kerajaan terinci 

dalam Latoa, dalam syariat Islam tidak terinci. Beberapa 

persamaan seperti hukum qishosb, pelaku makar dibunuh 

atau diusir dari negeri. Integrasi dalam kedua hal ini 

bersifat adaptasi. 

Pangngaderreng sebagai hukum adat, merupakan wujud 

kebudayaan orang Bugis khususnya Bone di masa lampau. 

Disamping itu Pangngaderreng juga bernilai keagamaan 

dalam dimensi ketuhanan, pribadi dan sosial kemasyarakat

an yang terabstraksi dalam konsep sirik sebagai kon

sekwensi batin yang dalam proses aktualisasinya menjadi 

kaidah untuk koreksi sosial. 

Pangngaderreng juga mengalami tantangan dan perubah

an dalam perjalanan sejarahnya, walaupun mengalami tan

tangan sesuai cirinya yang dinamis dan terbuka. Namun ia 

juga berpeluang untuk tetap lestari dalam prospek masa 

depannya, karena adanya upaya pembinaan kehidupan keaga

maan, adanya upaya pemerintah mengembangkan kebudayaan 

bangsa dengan pendekatan integralistik antara penumbuhan 

kemampuan mengembangkan nilai-nilai budaya daerah yang 
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luhur dan beradab dengan penyerapan nilai budaya asing 

yang positif dalam rangka pengayaan budaya nasional. 

Di alam kemerdekaan hukum adat juga tetap lestari 

dan dipandang sebagai salah satu sumber bagi pembinaan 

hukum nasional. Pangngaderreng secara assensial lebih 

terjamin lagi·kelestariannya dalam kebijaksanaan orde 

baru untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila. Nilai

nilai Pangngaderreng secara implisit terkandung dalam 

kelima sila Pancasila. 

Pemikiran ini menghendaki solusi berupa langkah-

langkah positif untuk optimalisasi pencapaian prospek 

masa depan. 

Yogyakarta, 21 Desember 1995 

Penulis 

H. Andi Rasdiyanah 
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TRANSLITERASI 

A. Dari Hurf Hijai'yyah ke Huruf Latin 

Terdapat sejumlah istilah dan kosakata yang berasal 

dari bahasa Arab dengan hurf Hijaiyyah ditranslitrasi 

ke dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin. 

Yang dijadikan sumber acuan adalah Pedoman Transliterasi 

sesuai keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudyaan, Nomor 158 /1987 dan Nomor 045 

jb/U/1987, dengan penyederhanaan beberapa huruf sebagai 

berikut: 

1 . Lambang Huruf 

.. 
' = tidak l.r' = b ·~ = t ~ = s 

dilambangkan ~ = j c = h t = kh 
" . 

J d 
J . J ..) 

= = z = r = z 

:. ·.~= ~ 
(JM = s (JM = sy sh = dh 

~ th ~ 
. t ' t 

= = z = = g 

u = f J = q cl = k J = 1 

r = m u = n J'= w .A = h 

~ = 
~ = y 

2. Vokal 

a. Vokal tunggal 
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(fatbab)= a -, (kasrab) = i 
, 

b. Vokal ganda, berupa gabungan huruf 

fatbab + ya 

fatba + wau 

c .. Vokal panjang (maddab) 

~ = kaifa 

J~ = baula 

barf al-alif al-mqasurag/ al-mammdudab 

bar al-ya) 

al-wau dan al-alif /an-nun untuk jama 

3. Ta Marbutab 

(damma) = u 

.. 
= a -= i 

-= u 

a. dengan barakat = t, contoh as-Syari'atu 

b. dengan sukun = h, contoh al-Syari'ab 

4. Lambang tasydid = dengan huruf ganda. 

5. Pemakaian huruf kapital, meskipun dalam Hurf Hijaiyyab 

tidak dikenal, namun dalam transliterasinya disamakan 

seperti dalam EYD. Seperti 
wa ma Mubammadun illa 

rasulun. 

6. Kata 11 JI 11 li at-ta'rif (mirip dengan kata sandang) 

ditulis terpisah dari kata dasarnya, diserati tanda 

sempang 11 - 11 • Selanjutnya dibedakan antara kata yang 

memamakai burf syamsiyab dan yang memakai barf 

qamariyab, misalnya: 

a. qamariyab, misalnya asy-Syu'ara. 

b. syamsyiyab, misalnya al-Baqarab. 
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7. Nama orang, dan istilah yang telah dibakukan sebagai 

kosakata Indonesia tidak ditransliterasi menurut butir 

satu sampai 6, misalnya Muhammad dan Alquran. 

B. Dari huruf Lontarak ke huruf Latin 

1. Lambang huruf 

"""'== ka ~ == ga ~ == nga " == nka 

-& == pa II == ba v == ma M == mpa 

~== ta " == da f'!t == na ~ == nra 
• 

~ == ca ~ == ja "$" == nya rl:- == nca 

""' == 
ya ~ == ra ~== la 

• • 
,.,. == wa 0 == sa ~ == a -0 == ha 

2. Selain 11 a 11 vokal memakai lambang tersendiri, yaitu: 

== i ~ == u == e ~I\ == e .. 
3. Pada perinsipnya huruf Lontarak konsonan akhir tidak 

diberi simbol tersendiri, tetapi terimplisit dalam 

kata-kata tertentu; misalnya: 

a. 
==rapang, dalam transliterasi konsonan 
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akhir ng yang terkandung pada huruf " ~ " ditulis-

kan seperti contoh tersebut. 

b. Untuk kata yang berakhiran kosonan dengan huruf 

antara "k" (Latin) dan hamzah = . Arab, disalin ... 
dengan huruf akhir "k", seperti ~ ~ = adek • 

c. Untuk kata yang berakhiran kosonan yang mirip 

dengan huruf 'ain Arab disalin dengan tanda " 

seperti: 

~- =LUWU'. 
• • 
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KATA PENGANTAR 

Hamdan wa syukran lillah, Rab al-'alamin allaiI 
" 

'allama al-insana malam ya'lam; shalatan wa salaman 'ala 

rasulillah, Muhammad bin 7Abdi-Allah, arsalahu rahmatan li . . 
al-'alamln. 

Rasa hormat dan ucapan terima k~sih pertama penulis 

tujukan kepada para ahli yang pendapat serta wawasannya 

penulis ambil manfaatnya dalam kajian ini. Terutama kepada 

para Guru Besar yang mengasuh dan mengelola Program 

Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, sejak tahun pertama 

dibukanya program tersebut sampai sekarang . 

Penghargaan yang tulus serta hormat yang mendalam, 

penulis sampaikan pula kepada Prof. Dr. A. Zainal Abidin 

Farid dan Prof. Dr. H. Rachmat Djatnika. Beliau berdua 

selaku promotor, membimbing penulis sejak perencanaan propo-

sal kajian ini, sampai pada perampungannya. Begitu pula 

penghormatan yang sama penulis sampaikan kepada anggota 

Senat Guru Besar IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Keberat-

an kedua Promotor dan para Senat Guru Besar, bukan saja 

penulis menerimanya dengan senang ha ti, tetapi jug amening-

katkan daya kritik, dan menekan terjadinya kekeliruan 

ilmiah dalam kajian ini. 
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Rasa hormat dan terima kasih pula, penulis sampaikan 

kepada semua pihak yang telah memberi izin, bantuan dan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat Bugis adalah kelompok etnis yang menempati 

bagian tengah dan selatan Jazirah Sulawesi Selatan sebagai 

daerah asal dan tempat menetapnya. 1 Berdasarkan pembagian 

wilayah dalam Provinsi Sulawesi Selatan sekarang ini, di 

antara 23 kabupaten dan kotamadya yang ada, terdapat 12 

buah Daerah Tingkat II yang merupakan tana (negeri) Bugis, 

masing-masing adalah: Bone, Wajo', Sinjai, Bulukumba, 

Soppeng, Sidenreng-Rappang, Luwu, Pinrang, Kotamadya Pare 

1Menurut Lontarak Attoriolongnge ri Pammana (buku 
sej arah Pammana) , bahwa pada mulanya suku Bugis masih 
merupakan bagian dari suku To Luwu'. Di bawah pimpinan La 
Sattumpugik, sekelompok suku itu pindah ke daerah Cenrana 
(Bone sekarang), lalu sebagian pindah ke daerah Pammana 
(Waj o sekarang) . Daerah Bone dinamakan Cina ri Lauk dan 
daerah Wajo' dinamakan Cina ri Ajak. La Sattumpugiklah 
yang menjadi raja pertama dengan gelar Datunna atau 
Opunna Cina. Sekelompok orang yang berasal dari Luwu itu 
menyebut diri mereka Ugik atau Ogik to Cina, kemudian 
disingkat dengan Ugik. Nama itu diambil dari akhir kata 
nama La Sattumpugik. Puteri La Sattumpugik bernama We' 
Cudaik Daeng ri Sompa dikawini oleh Lamaddukelleng Sawe
rigading putera Datu Luwu' II, La Tiuleng Batara Lattuk. 
Kemudian dari Cina, sebagian suku Bugis itu menyebar ke 
daerah-daerah yang sekarang didiami oleh suku Bugis. 
Daerah asal mereka dipecah lagi menjadi kerajaan
kerajaan, seperti: Bone, Wajo', Pammana, Timurung, 
Sailong, Mampu dan lain-lain. (H. Andi Zainal Abidin 
Farid, Wawancara di Ujungpandang tanggal 2 Nopember 
1990). 

1 
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pare, Barru, Pangkajene Kepulauan dan Maros. 2 

Dalam kehidupan sehari-hari, kelompok masyarakat 

Bugis disebut Ugik dan kelompok masyarakat Makassar dise

but To Mangkasarak. Kedua kelompok etnis ini merupakan 

satu kesatuan yang sukar dipisahkan, karena pada hake-

katnya merupakan satu kesatuan etnik kebudayaan yang 

dikenal dengan nama kebudayaan Bugis-Makassar. 3 

Tana Bone (negeri. Bone} sebagai bagian Tana Bugis 

dalam sejarah, baru dimulai pada abad XIV. Sebelum itu, 

Bone dan Wajo' merupakan satu kerajaan yang disebut Cina 

ri Ajak dan Cina ri Lauk, yang raja pertamanya bernama La 

Sattumpugik. 

Dalam mitos orang Bone, masa sejarah ini ditandai 

dengan kedatangan To Manurung ri Matajang4 yang digelar 

2Menurut hasil sensus penduduk tahun 1989, jumlah 
penduduk Sulawesi Selatan sebanyak 6.731.224 jiwa. Dari 
jumlah itu, sebanyak 4.128.591 jiwa adalah suku Bugis. 

3 To Ugik dan To Mangkasarak ini mendiami sebagian 
besar kawasan di Sulawesi Selatan. Kedua etnik itu 
menggunakan bahasa Bugis dan Makassar. Selain kelompok 
tersebut, dikenal pula beberapa suku lainnya, yaitu: suku 
To-Raja, suku To-Menre' atau Mandar; suku To-Luwu' dan 
suku Massenrempuluk. 

4Manurungnge atau To Manurung, artinya orang yang 
turun dari kayangan ke bumi. Matasilompok-e artinya mata 
yang menguasai pandangan; suatu pengertian yang menunjuk
kan keluarbiasaan. Menurut Andi Zainal Abidin Farid, 
Lontarak Attoriolongnge ri Bone pada bagian pembukaannya 
tidak menyebut dengan tegas bahwa raja pertama itu benar
benar datang dari langit. Lontarak hanya menyatakan, 
bahwa: "nariaseng garek to-manurung, nasabak tenris- • 



......... -------------~ 
Matasilompok-e yang kawin dengan To Manurung ri Torok. 

Matasilornpok-e rnenjadi raja yang pertarna Tana Bone yang 

rneletakkan dasar-dasar dan perubahan-perubahan bagi kehi-

dupan dan perkernbangan tana Bone selanjutnya. Kini Tana 

3 

Bone sudah tidak diternukan lagi karena, telah digantikan 

oleh kabupaten Bone dalarn wilayah Sulawesi Selatan, dalarn 

lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. 5 

... Continued ... 

sengngi asenna, tenrissetto amanna inanna tenrissetto 
apolengenna" (Artinya: Orang menyebutnya to manurung, 
sebab tidak diketahui namanya, tidak diketahui ayah dan 
ibunya dan juga tidak diketahui asal-usulnya. Menurut 
Andi Zainal Abidin selanjutnya, bahwa cerita to manurung 
berasal dari tradisi Luwu' kerajaan tertua di Sulawesi 
dan merupakan rnitos politik, yang berfungsi sebagai alat 
legitirnasi raja untuk rnernerintah raJ<.yat. Walaupun konsep 
Tomanurung dikenal juga di kerajaan lain di Indonesia, 
Jepang, Tiongkok dan Eropa, akan tetapi Sulawesi Selatan 
bersifat unik, karena raja pertarna masih harus rnengadakan 
perj anj ian pemerintahan dengan rakyat yang rnenetapkan hak 
dan kewajiban kedua belah pihak. (Andi Zainal Abidin 
Farid, "Konsep Kekuasaan dan Kepernil ikan di Sulawesi 
Selatan Dahulu Kala," Makalah, disampaikan dalam Kongres 
Kebudayaan Nasional di Jakarta, 1991) . 

5Kabupaten Bone yang dikenal sekarang dengan ibu 
kotanya Watarnpone, adalah peralihan dari kerajaan tua 
yang termasuk besar di Sulawesi pada zaman dahulu, yaitu 
kerajaan Bone dengan ibu kotanya Bone, kemudian berubah 
menjadi Cenrana yang merupakan pusat kerajaan, misalnya 
pada abad XVIII Raja Bone, La Patau Matanna Tikka 
(meninggal th. 1714) masih berkedudukan di Cenrana. 
Cenrana sebelum masa Arurnpone La Tenrisukk.ik. Mappajungnge 
(sesarnan dengan Arurnrnatoa Wajo La Tadamparek Puang ri 
Maggalatung (1491-1521) masih merupakan daerah Luwu' . 
Kemudian Cenrana berubah menjadi Lalebbata dan terakhir 
dengan Watarnpone. (Lihat Andi Zainal Abidin Farid, Wajo' 
pada Abad XV-XVI, Suatu Penggalan Sejarah Terpendam 
Sulawesi Selatan dari Lontara', Disertasi, Jakarta: 
Universitas Indonesia, 1979, hlrn. 660; Untuk selanjutnya 
disingkat Wajo'). 
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~·· Data mengenai masyarakat Bugis di Bone pada periode 

Lontarak dapat ditemukan dalam naskah Lontarak Sulawesi 

Selatan sendiri, yaitu catatan-catatan yang aslinya ditu-

lis pada daun Lo.ntar dengan isi yang beraneka ragam. 

Sumber- sumber historiograf i tradisional masyarakat Bug is 

Makassar yang terdapat dalam daun lontar itu berasal dari 

tulisan pada daun lontar. 6 Salah satu di antara Lontarak 

Bugis yang banyak jenisnya itu ialah Lontarak Latoa. 

Tradisi masyarakat Bugis dalam mencatat peristiwa- V 

peristiwa penting di atas daun lontar pada masa dahulu 

itu, merupakan karya yang sangat besar artinya dalam 

pengumpulan data sej arah. Sulawesi Sela tan di Indonesia. 

Menurut J. Noorduyn, bahwa sumber-sumber historigrafi 

tradisional dari masyarakat Bugis, adalah sumber sejarah 

yang lebih dapat dipegang kebenarannya j ika dibandingkan 

dengan sumber-sumber sejarah lainnya di Indonesia. 7 

Lontarak Latoa berisi ajaran-ajaran moral, sejenis 

rapang dalam kepustakaan Bugis-Makassar, sebagai kumpulan 

6Menurut Andi Makkaraka, Arung Bettempola seorang 
pallontarak terkenal, bahwa pada mulanya orang-orang 
Luwu' menulis cerita I La Lagaligo pada daun akak, lalu 
digulung-gulung dan disebut Surek Selleang I La Gali go. 
(Andi Zainal Abidin Farid, "Notes on Lontara" as Histori-
cal Sources, Indonesia: Cornell Modern Indonesia Project, 
New York, Ithaca, 1974) . 

7Lihat J. Noorcl;u~, "Origin of South Celebes, 
Historical Writl.ng," dalam Soedjatmoko (ed.) , An 
Introduction Hisstography, New York: Ithaca, New York: 
Cornell University Press, 1960), hlm. 135-155. 
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catatan dari ucapan-ucapan dan perbuatan raja-raja dan 

orang pandai dalam berbagai masalah. Lontarak Latoa juga 

menjadi pedoman pemerintah di seluruh tanah Bugis dan Luwu 

sebagai pelengkap isi perjanjian antara raja dan rakyat. 

Terutama di Soppeng, mungkin karena dalam Latoa dilukiskan 

juga ajaran moral pemerintah La Waniaga, Arung Bila, mang

kubumi Soppeng pada abad XVI ( sezaman dengan La Mel long 

Kajao Laliddong, La Paturusi To Maddualeng (Wajo') dan La 

Pagala Nenek Mallomo (Sidenreng). Di Wajo' juga diperguna

kan sepanjang tidak bertentangan dengan perjanjian antara 

orang-orang Wajo' dan La Tiringeng To Taba' Arung Saotanre 

(abad XV) pada tahun 1476. Setelah Batara Wajo' ke-3 La 

Pateddungi To Samallangik dipecat, Wajo' berbeda dengan 

kerajaan lain, karena Arung Matoa tidak boleh 

mewariskan/diwarisi, tetapi harus dipilih. Lagi pula, 

Wajo' mengenal konsep baru yaitu hak-hak asasi manusia, 

konsep public servant (kerajaan adalah abdi rakyat) dan 

adek lah yang dipertuan. Arung Matoa tidak mempunyai 

kekuasaan besar, juga Wajo' tidak mempunyai Arajang (yang 

dianggap sebagai pemilik kerajaan) . Orang yang dianggap 

pemilik kerajaan di Wajo• adalah arumpanua. (raja dan 

rakyat semuanya). Pemegang kekuasaan tertinggi adalah 

Dewan Pemangku Adat yang anggotanya berjumlah empat puluh 

orang, di antaranya adalah wakil-wakil limpo, daerah 
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bagian. 8 

Penjelasan di atas menunjukkan bahwa Lontarak Latoa 

tidak hanya berlaku di wilayah kerajaan Bone, tetapi meli

puti daerah-daerah kerajaan Bugis lainnya, meskipun dalam 

batas dan zaman tertentu, terutama di Wajo' yang di masa 

kemudian sudah memiliki ciri khas tersendiri. 

Menurut Lontarak Attoriolongnge ri Bone, bahwa La 

Ulio Botek-e, Arumpone VI (ayahnya La Tenrirawe Bong-

kangnge) adalah raja pertama yang dipandang oleh La 

Mellong Kajao Laliddong sebagai penasihatnya, yang pesan

pesannya termuat dalam·Latoa. Jadi Latoa disusun pada masa 

La Ulio Botek-e (kurang lebih 1535-1560).
9 

La Side Daeng 

Tapala mengutip keterangan Pabara Daeng Patappa seorang 

ahli lontarak Bone, bahwa Kajao Laliddong ·adalah anak 

Matoa Cina (Bone). Nama pribadinya ialah La Mellong, aseng 

rianakna, To Sualle. Setelah menjadi pendamping (ranreng) 

Arumpone Botek-e, ia diberi gelar To Maccana Bone dan 

biasa juga digelar Kajao Laliddong sebab ia lahir di 

kampung Laliddong. Ia meninggal dunia pada tahun 1585. 

Sebagaimana diketahui bahwa isi Latoa sebagian besar 

adalah pesan-pesan La Mellong To Sualle (yang belum ber-

agama Islam). Sebagian isi Latoa berisi pesan La Waniaga 

--------------------
8Andi Zainal Abidin Farid, Wajo', hlm. 742. 

[/ 

\ 

9Lihat B.F. Matthes, Boeginesche Chrestomathie, II 

Amsterdam, 1872. 
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Arung Bila (Soppeng) pada abad XVI. Arumpone yang pertama 

memeluk Islam adalah La Tenrirua Matinroe ri Bantaeng pada 

tahun 1611, kemudian digantikan oleh La Tenripalek To 

Akkepeang Matinroe ri Tallok (orang yang memperdalam agama 

Islam di kerajaan Tallok, lalu meninggal dunia)~O 

Bahan-bahan tertulis yang ada dalam naskah Latoa, 

melukiskan ~~jud kebudayaan orang Bugis yang disebut pang

ngaderreng .11 Sebagai suatu sistem budaya dan sistem so-

sial, pangngaderreng merupakan kaidah-kaidah yang meliputi 

bagaimana seseorang harus bertingkah laku terhadap sesama 

manusia secara timbal balik serta mendorong adanya gerak 

dinamika masyarakat. 

Bagian pangngaderreng yang berupa aspek ideologis, ~ 

tersimpul dalam apa yang disebut singkeruang (sikap 

hidup), terjelma dalam berbagai bentuk custom yang dinya-

takan dalam konsep-konsep: Sirik, adek, bicara, rapang, 

dan warik . 12 Bagian pangngaderreng yang merupakan aspek 

1 ~.lrihat. La Side Daeng Tapala, 11 Paseng To Riolo. 11 

dalam ~ajala~ Kebudayaan Sulawesi Sela tan, Ujungpandang: 
Unhas, VoL. !, no. 1, 1985, h.5. 

11Lihat Mattulada, Latoa, Suatu Lukisan Analitis 
Terhadap Antropologi Poli tik Orang Bug is, (Yogyakarta: 
UGM Press, 1985), hlm. 87 . 

12Andi Zainal Abidin Farid, Wajo', hlm. 115, menya- '\.,/ 
takan bahwa sirik adalah suatu sistem nilai sosial kul
tural dan kepribadian yang merupakan pranata harga diri 
dan martabat manusia sebagai individu dan anggota masya
rakat. 
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tingkah laku dalam kebudayaan tersimpul dalam rumusan 

barrangkauk yang menuntun bagaimana seharusnya orang Bugis 

berkelakuan dalam kehidupan. Sedangkan bagian pangngader-

reng yang menjadi aspek fisik dari kebudayaan terkandung 

dalam rumusan abba-ramparangeng yang menunjukkan berbagai 

konsep yang mempertalikan ketiga aspek pangngaderreng 

dalam membangun wujud kebudayaan sebagai dasar kesempur-

naan kehidupan. 

Berbicara tentang sarak dalam pangngaderreng menurut 

Lontarak bagi masyarakat Bugis di Bone, maka Latoa diang-

gap representatif untuk mewakili, karena memang Latoa 

sebagai Lontarak berbahasa Bugis dari Tana Bone, yang 

diduga penulisnya pada zaman Raja Bone ke-7 bernama La 

Tenrirawe Bongkangnge (1560-1578). Pada zaman ini telah 

berlangsung kontak dengan dunia Islam yang telah mulai 

berakar pada bagian barat nusantara dan Pulau Jawa. Demi-

kian juga di Sulawesi Selatan telah banyak bangsawan yang 

masuk Islam secara pribadi, 13 sebelum raj a-raj a di sana 

13Menurut para ahli sejarah, bahwa belum pernah ada 
raja yang memeluk Islam sebelum tahun 1603 di Sulawesi 
Selatan. Namun sebelumnya itu sudah ada orang-orang 
tertentu yang sudah memeluk Islam. Menurut ceramah Dr. 
Ch. Pelras di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin 
(1972), bahwa pada tahun 1538 ketika orang Portugis 
mengunjungi Suppa dan Siang (Pangkep) pada tahun 1542 
ditemukannya banyak pedagang Melayu dan Bugis yang telah 
memeluk agama Islam. Menurut cerita lisan, bahwa orang 
Islam yang pertama datang di Sulawesi Selatan ialah Syed 
al-Imam al-Hussaini. Menurut Puang Ramma (tokoh agama 
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masuk Islam, sehingga tidaklah mengherankan kalau panda-

ngan Latoa banyak dipengaruhi oleh Islam yang tercermin 

pada naskahRya yang telah mengalami penulisan ulang. 

Seperti halnya dengan ciri masyarakat lainnya, 14 ~, 

masyarakat Bugis di Bone memiliki sifat dinamis yang ,i,., ;,.;, 

senantiasa mengalami perubahan, baik struktur organisasi-

nya, sistern sosialnya maupun nilai-nilai budayanya. Dina-

mika dalam perubahan itu berjalan laju seirama dengan 

lajunya perkernbangan yang rnenyertainya, yang diatur oleh 

kaidah-kaidah hukum yang bersifat dinamis juga. Kaidah-

kaidah yang menjadi sasaran perhatian adalah kaidah hukum 

Islam yang diternpatkan pada bobot yang berlebih dalam 

kehidupan masyarakat umat Islam di Bone, karena hal ini 

menyangkut perbuatan setiap urnat muslim. Masyarakat Bone 

sebagai perantara perubahan tersebut, adalah perubahan-

perubahan pada lembaga-lernbaga masyarakatnya, sistern 

sosialnya terrnasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola-

... Continued ... 

Sulawesi Selatan) bahwa ia adalah turunan Saidina Husain 
dan Ratu Parsi yaitu Syahribanoun dan katanya meninggal 
dunia di Tosora. Melalui perkawinan Ratu Aminah dengan 
Syekh Yusuf, maka lahirlah Syekh Maulana Jalaluddin yang 
kawin dengan Arung Rappang, W' e Bangkik, .itulah leluhur 
di antara raja-raja Bugis, Makassar dan Luwu. (Zainal 
Abidin Farid, wawancara di Ujungpandang, 2 November v 
1994). 

l4 Lihat Soerjono Soekamto, Sosiologi Suatu Pengantar v' 
(Yayasan Penerbit Unuversitas Indonesia, 1978, hlm. 237). 
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sosialnya termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola

pola perilaku di antara kelompok dalam masyarakat. 

Proses sosialisasi yang dialami oleh masyarakat Bugis 

di Bone sampai dengan pelaksanaan syariat Islam, dimulai 

dengan kisah kehidupannya dalam cengkeraman mitos yang 

menempatkan manusia sebagai obyek tanpa peranan apa-apa 

dalam kehidupan di dunia ini. Barulah sekitar abad ke-14 

M. orang Bone menemukan dirinya kembal i sebagai subyek 

sejarah, walaupun dalam banyak hal seperti konsepsi kepe-

mimpinan dan kepercayaan mereka, masih di bawah mitos 

Surek La Galigo, sebuah buku sastra yang tebalnya 7000 

halaman. Menjelang masuknya agama Islam, kepercayaan orang 

Bone sedikit demi sedikit memperlihatkan perubahan yang 

mengarah kepada kepercayaan monoteisme. 15 Hal ini ditandai/ 

v 

'1 

dengan munculnya suatu konsepsi yang menggunakan nama : ·-:\ 

Dewa ta Seuae (Dewata yang satu) yang berasal dari:
1 

15Kepercayaan sebelum Islam sudah mempercayai satu 
Tuhan yang disebut Dewata Seuae yang dinyatakan sebagai 
To Palanroe (Pencipta), To Palingek-lingek (pembunuh} dan 
To Pabarek-barek-e (Penentu Nasib} . Ia disebut Dewata 
Seuae sebab ia tak beribu dan tak berbapak. Andi Zainal 
Abidin Farid menamakan kepercayaan seperti itu dengan 
monolatry. Rumusan tersebut terdapat dalam percakapan 
antara Arung Matoa Wajo', La Mengkacek To Uddamang (1567-
1607} dengan karaeng Tallo', Karaeng Matuaya, sebelum 
yang terakhir memeluk Islam, La Mengkacek To Uddamang 
bermimpi mengunjungi ka'bah meramalkan akan datangnya 
Islam dan menceritakan tentang makanan dan minuman yang 
tidak boleh dimakan dan diminum, seperti daging babi dan 
tuak. (Andi Zainal Abidin Farid, Wawancara di Ujungpan- v 
dang, tanggal 2 Nopember 1994). 
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faktor yang menciptakan kondisi yang menguntungkan untuk 

masuknya Islam di Tana Bone. Dengan dipeluknya agama Islam 

secara resmi oleh raja-raja Bugis Makassar pada permulaan 

abad ke-17 M. dan memberi ketegasan ini atas buah pikiran 

atau pola pikiran sebelumnya, maka nyatalah bahwa masuknya 

Islam dalam pola pikir Latoa adalah suatu bukti meyakinkan 

tentang telah terjadinya perubahan sistem berpikir dari 

periode La Galigo yang mitis ke periode Lontarak Latoa 

yang mulai rasional. 

Sifat mitis dalam Surek I La Galigo, misalnya dice

ritakan bahwa Ajik Sangkuru Wira bergelar Patotok-e digam

barkan sebagai raja di kerajaan langit. Di benua bawah 

kerajaan Toddang Toja atau Urik Liu bertahta raja benua 

bawah, La Mattimang Guru ri Selleng, ipar Ajik Sungkuru 

Wira yang nama aslinya ialah La Patiganna. Menurut kosmo

goni orang Bugis Makassar ada tiga benua, yaitu benua atas 

dan benua bawah, oleh karena itulah diciptakan benua 

tengah yang disebut alekawa, juga rumah Bugis-Makassar 

terdiri atas tiga tingkatan. Benua atas atau langit dan 

benua bawah tidaklah dapat diartikan secara harfiah, 

tetapi harus secara simbolis, umpamanya tiap keluarga 

anggota-anggotanya dibagi atas tiga kelompok. Umpamanya 

Sawerigading termasuk anggota kelompok 11 benua bawah" 

(Urik Liu) sedangkan saudara kembarnya bernama We Tenria

beng Daeng Manuttek termasuk kelompok langit. Oleh karena 

v 
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itu, ia diceritakan tinggal di kerajaan 11 langit 11 karena 

suaminya menjadi raja di langit bernama Remmang ri Langik. 

(Ternyata menurut Documenta Historica DPRD Tk. I Sulawesi 

Selatan, Remmang ri Langik adalah Mokole ke X kerajaan 

Konawe di Sulawesi Tenggara). Patotok-e ( Penentu nasib) 

manusia menurut anggapan ahli La Galigo, sebenarnya bukan-

lah Tuhan. Menurut silsilah raja Bugis-Makassar, ayahnya 

bernama Botimpatawarai La Esso-e, dan ibunya ber-nama Le 

Wettoingnge, tetapi adalah raja di kerajaan ''langit" yang 

mewakili Tuhan (Dewata Seuae, Dewata Sisinek) Untuk menen-

tukan nasib manusia di benua tengah ( alekawa). Alekawa 

menurut pandangan Bugis adalah pulau Sulawesi yang pusat 

kerajaannya berada di Luwu•. Putera Patotok-e (La Patigan-

na Ajik Sangkuru Wira) yang tertua bernama La Togek Langik 

bergelar Batara Guru (bukan dewa Hindu) dimufakati oleh 

raja di benua atas, raja di benua bawah dan kerajaan di 

luar Sulawesi yaitu Senrijawa (Sriwijaya?) menjadi Pajung 

Luwu pertama. Semua dewa-dewa di langit sebenarnya adalah 

wakil-wakil Dewata Seuae untuk mengatur 11 langit 11 , 

11 bumi 11 , dan "benua bawah 11 •
16 Itulah kosmogoni orang-orang 

Sulawesi Selatan. Masyarakatnya juga terbagi atas tiga 

tingkatan yaitu: Anakkarung, to maradeka dan ata. 

Setelah pengaruh mitis La Galigo dan sistem nilai 

16R.A. Kern, I La Galigo, Penerjemah: KITLV-LIPI, 
(Yogyakara: UGM), 1989, hlrn. 21. V 

v 

-r V 
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mulai berorientasi pada agama Islam dengan kepercayaan 

tauhidl!lya, maka bobotnya bergerak lambat laun ke arah 

kernantapan, mulai dari yang bersifat mitis seperti di atas 

sampai kepada pelaksanaan syariat Islam secara murni, 

sesuai dengan ajaran ahlussunnah. 

Agama, kepercayaan dan adat berbaur dalam satu kesa- L 

tuan sistem nilai. Pada mulanya, pokok ajaran Islam yang 

berkembang lancar tanpa rintangan adalah yang menyangkut 

tata ibadah dan pokok-pokok keimanan saja. Begitu cepat 

aspek ubudiyah dari aspek Islam itu berkembang, sehingga 

dengan mudah berintegrasi ke dalam landasan struktural 

kehidupan orang Bone yang tertulis dalam pangngaderreng. 

Pengamalan syariat Islam mengalami kemantapannya pada 

masa keemasan Islam di Bone abad ke-17. 17 Hal ini ditandai 

dengan berlakunya dalam interaksi sosial dan menjiwai adat 

istiadat hasil transformasi pra-Islam. Hukum syariat Islam 

menjadi bagian tata nilai yang tersimpul dalam sarak seba-

17Peranan para raja dalam memasyarakatkan sara' juga 
sangat besar. Se lama raja menaati perjanj iannya dengan 
wakil rakyat pada waktu ia dilantik, selama itu raja 
wajib ditaati. Kalau ia menyirnpang ia dipecat. Raja 
dahulu dianggap memerankan sebagai wakil Tuhan dan diberi 
gelar Puang Mallinota. Ia sekaligus sebagai pernimpin 
agama dan memasyarakatkan kehidupan beragama yang dibantu 
oleh qadhi. (Andi Zainal Abidin Farid, wawancara di 
Ujungpandang, tanggal 2 November 1994). 
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gai unsur kelima dari unsur-unsur pangngaderreng. 18 Unsur 

sarak ini mencakup semua aturan yang berasal dari ajaran 

Islam, baik ajaran dalam bidang fikhi, ilmu kalam maupun 

ajaran akhlak-Tasawuf. Bagi pangngaderreng, pola pandangan 

keislaman seperti tersebut ini, dipandang masuk rumpun 

aturan-aturan sarak. Sarak memasuki tindakan dan keputusan 

pangngaderreng sekurang-kurangnya memberi pedoman dan 

napas menurut ajaran syariat Islam. 19 

Di kalangan para sarjana Hukum Adat di Indonesia, 

sesudah abad ke-16 terdapat semacam pendapat umum, bahwa 

Hukum Islam dalam kehidupan masyarakat dan kebudayaan 

Indonesia hanyalah berkedudukan sebagai kaidah komplemen

ter dalam Hukum Adat Indonesia. 20 

18oalam Lontarak Latoa, unsur sara' sebagai unsur 
yang menyusul kemudian seolah-olah hanya sebagai peleng
kap. Tetapi dalam Lontarak Adek, sarak (syariat) sebagai 
bagian adek sejak awal sederajat dengan unsur lain, 
seperti: Warik, rapang, tuppu. Sebelum adek dikenal 
istilah pabbatang, bessik, laleng dan petau (alat pelurus) . 

19Hal ini sesuai dengan cakupan pengertian syariat 
Islam yang meliputi seluruh peraturan yang diwaj ibkan 
oleh Allah Ta' ala kepada hamba-Nya berupa hukum-hukum 
yang didatangkan dengan perantaraan Rasul-rasul-Nya, baik 
yang berhubungan dengan i' tiqad maupun yang berhubungan 
dengan muamalah (Mahmoud Syaltout, Islam sebagai Aqidah 
dan Syariah, terjemahan Bustami A. Ghani, Jakarta : Bulan 
Bintang, 1977), hlm. 22-23. 

20sarjana yang dimaksud dipelopori oleh c. van 
Vollenhoven. Mereka berpendapat bahwa unsur pokok hukum 
asli Indonesia adalah adat istiadat kebiasaan. Lebih 
dalam lagi adalah kaidah-kaidah dan nilai-nilai 
kemasyarakatan bahkan seluruh kebudayaan yang hidup dalam 
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Keadaan yang berubah digambarkan oleh Mattulada v/ 

bahwa: 

Dengan datangnya Islam dan diterimanya sarak (syariat 
Islam) ke dalam pangngaderreng, maka pranata-pranata 
kehidupan sosial budaya orang Bugis yang tumbuh dari 
aspek-aspek pangngaderreng memperoleh pengisian 
dengan warna yang lebih tegas bahwa sarak (sebagaima
na adanya yang sampai pada kehidupan orang Bugis) 
menj adi padu sebagai aspek pangngaderreng lainnya. 
Ketaatan mereka pada sarak sama dengan keta~£an 
mereka pada aspek-aspek pangngaderreng lainnya. 

Sejalan dengan pandangan perpaduan ini, Andi 

Zainal Abidin menyatakan bahwa sejak diterimanya sarak 

sebagai bagian inti pangngaderreng, maka derajat seluruh 

unsur-unsurnya semua sama. Bahkan beliau menggarisbawahi 

pernyataan Susan Miller, bahwa yang mutlak bagi orang 

Bugis ialah sarak dan sirik sedangkan hukum positif hanya 

bersifat pelengkap.2 2 

Pelaksanaan syariat Islam menurut sarak dalam 

praktek kelembagaan setaraf dengan unsur pertama yang 

... Continued ... 

masyarakat bangsa Indonesia itu sendiri. (C. van 
Vollenhoven, 1928, h. 104-106). Snouck Hurgronje 
menganggap hukum adat Indonesia bukan hukum Islam, 
meskipun ia mengakui juga adanya unsur-unsur Islam yang 
terbatas. (Snouck Hurgronje, 1894, h.302-304). Ketetapan 
MPRS No. II/MPRS/1960, lampiran A paragraf 402 juga 
menyatakan senada, bahwa asas-asas pembinaan hukum na
sional berlandaskan hukum adat. sedangkan faktor agama 
hanya dinyatakan perlu diperhatikan dalam upaya penyem
purnaan UU Perkawinan dan Hukum Waris saja. 

21Mattulada, Latoa, hlm. 382. v 

22Andi Zainal Abidin Farid, Wawancara di Ujungpandang, 
Nopember 1990. 
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disebut dengan parewa adek (pejabat pemerintah), sedangkan 

yang kedua, adalah parewa sarak (pejabat agama). Keduanya 

mempunyai jenjang hirarki yang sama, serta pejabat kedua 

kelompok tersebut mempunyai kedudukan protokoler masing-

masing yang telah diatur sedemikian rupa. Hasil perpaduan 

sendi-sendi pangngaderreng dengan syariat Islam merupakan 

salah satu sumber informasi untuk mengamati lebih jauh 

hubungan hukum Islam dengan hukum adat, bahwa: 

Hubungan tersebut antara lain terlihat dari diteri
manya hukum Islam oleh masyarakat. demikian juga 
terlihat dari asas hukum Islam yang dapat menerima 
adat kebiasaan sebagai hukum yang bertahan selama 
adat itu tidak bertentangan dengan perasaan dan akal 
sehat, diterima oleh pendapat umum dan tida~ berten
tangan dengan Alquran dan Sunnah Rasulullah. 3 

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa hasil 

perpaduan ini memberikan dampak positif yang berkesinam

bungan kepada syariat Islam, sehingga tampa~~ban~anny~J 
""--·~- -· ,,-~ 

dalam hukum positif di Indonesia. Sumbangan tersebut 

terlihat pada materi perundang-undangan, dengan berlakunya 

antara lain hukum: wakaf, hibah, shadaqah dan baitulmal 

serta hukum perkawinan dengan berlakunya UU RI No. I tahun 

1974 tentang perkawinan serta UU RI no. 7 tahun 1989 ten-

tang Peradilan Agama serta Kompilasi Hukum Islam. Semuanya 

merupakan usaha pemerintah menuju kepada kodifikasi, unifi-

23Kesimpulan Seminar / Lokakarya Hukum Islam, IAIN 
Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1975, hlm. 5. 

v 
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kasi, uniformitas dan homogenitas hukum, sebagai pelaksa-

naan GBHN dalam rangka pembangunan hukum, yang diuraikan 

sebagai berikut: 

Dalam rangka pembangunan hukum perlu lebih ditingkat
kan upaya pembaharuan hukum secara terarah dan terpa
du antara lain kodif ikasi dan unif ikasi bidang-bidang 
hukum tertentu serta penyusunan perundang-undangan 
baru yang sangat dibutuhkan untuk dapat mendukung 
pembangunan di berbagai bidang sesuai dengan tuntutan 
pembangunan, serta tingkat kesadaran ~ukum dan dina
mika yang berkembang dalam masyarakat. 4 

Pengamatan yang menarik perhatian adalah bagaimana 

orang Bugis di Bone dengan kewaj iban kebudayaannya akan 

memolakan diri dan memberikan sumbangannya ke dalam kegiat-

an pembangunan di bidang hukum dalam negara Republik Indo-

nesia ini, akan tergantung kepada sejauh mana pemahaman 

mereka terhadap hubungan sarak (syariat Islam) dengan 

unsur-unsur pangngaderreng lainnya secara integral, yang 

diaplikasikan dalam hubungan hukum Islam dengan hukum adat 

serta kualitas perwujud~n masyarakatnya dalam pelaksanaan 

syariat Islam. 

Kini pangngaderreng sebagai pranata asli ( adek, 

bicara, rapang dan warik) tidak lagi memegang peranan 

24Repelita Kelima, 1989/90-1993/94, Republik 
Indonesia, Jilid III, hlm. 409. 

( 
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dalam kehidupan bermasyarakat dan politik, 25 baik sebagai 

organisasi kekuasaan maupun sebagai kaidah-kaidah hukum 

dan sosial dengan dihapuskannya swapraj a dengan segala 

aparatnya. Bahkan lebih dahulu pemerintah Belanda 

menghapuskan juga lembaga musyawarah adat, seperti Arung 

Patappulo-e ri Wajo' dan Matoa Ennengnge Pulona di 

Soppeng. Adapun di Bone, Matoa Pitue yang pada mulanya 

adalah kepala-kepala masyarakat hukum adat (bukan bang-

sawan) lambat laun, karena anak-anaknya dikawini oleh para 

bangsawan, menj adi Arung Pi tue yang tidak lagi mewakili 

rakyat biasa saja, tetapi juga golongan bangsawan. 

Pemerintah Belanda memberikan wewenang lebih besar lagi 

sehingga wewenangnya sama dengan kekuasaan menteri. Berbe-

da dengan di Soppeng yang golongan bangsawan tidak 

berhasil membangsawankan para Matoa. Belandalah yang 

menghapuskan wewenangnya di tingkat pemerintahan pusat. 

Mereka dijadikan kepala-kepala kampung. Para bangsawanlah 

yang menjadi pembantu Datu Soppeng dan berkedudukan seba-

25 Bicara sudah lama dihapuskan, yaitu sejak 
dibubarkannya pemerintah swapraja sehingga turut pula 
dibubarkan Pengadilan adat (Hadat Besar dan Hadat 
Kecil) . Warik yang mengatur kelas-kelas masyarakat juga 
sudah tidak berlaku walaupun pengaruh bangsawan masih 
kuat. Warik hanya mempunyai pengaruh dalam hal peminangan 
dan perkawinan, akan tetapi sebagian bangsawan perempuan 
sudah banyak kawin dengan lelaki yang lebih rendah 
derajatnya. Dahulu hal demikian merupakan kejahatan 
nasoppak-i tekkenna, temei aju raja (sapak ri tana). Andi 
Zainal Abidin Farid, Wawancara di Ujungpandang, tgl. 2 
Nopember 1994 
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gai menteri. 

Sarak pun meninggalkan gelanggang perannya sebagai pranata 

pangngaderreng, namun ia tetap melekat di hati rakyat, 

dalam kehidupan masyarakat dan berkembang menjadi lembaga 

rakyat. 

Kini pengarahan nilai hidup agama, sosial dan budaya 

menempatkan sarak itu (tidak dalam arti organisasi lagi, 

tetapi dianggap sebagai kaidah hukum saja) untuk berperan 

menggantikan keseluruhan sendi-sendi pangngaderreng yang 

tidak berfungsi lagi seperti sebelumnya. Tuntutan pelaksa

naan syariat Islam menjadi terarah untuk menutup mata 

rantai yang terputus itu. Dengan demikian, nyatalah bahwa 

kesinambungan implikasi dari pangngaderreng yang telah 

menjadi satu dengan sarak dalam arti apa pun tetap menyer

tai kehidupan orang Bugis Bone, yang ditandai dengan 

pelaksanaan syariat Islam dalam seluruh aspek kehidupan. 

Sarak di tana Bugis mempunyai dua pengertian: 

1. Kaidah hukum. 

2. Pejabat pelaksana syariat (qadhi, imam, amil dan 

pejabat mesjid lain). Di tingkat pusat kerajaan qadhi 

merupakan anggota Dewan Pemerintah. Di tingkat wanua, 

imam yang menjadi anggota dewan pemangku adat. Qadhi 

dianggap sebagai wakil raja untuk urusan agama Islam . 

Begitu erat pertalian adek dan sarak dalam membangun 

masyarakat Bugis di Bone, sehingga keduanya dijadikan satu 
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dalam sistem pangngaderreng dan saling memberi hidup. 

Dormeier mengumpamakan keharmonisan adat dan syariat 

seperti sarung sutera Bugis yang walaupun pelbagai warna 

tetapi nampak harmonis dan serasi. 26 Kesatuan erat serta 

pengaruh timbal balik begitu juga kesinambungan sistem 

pangngaderreng dalam potret masyarakat Islam di Bone, 

menarik untuk dipelajari. 

B. Rumusan Masalah 

Dengan memperhatikan latar belakang sosial dari 

pembahasan di muka, maka yang menjadi pokok permasalahan 

adalah peranan sistem pangngaderrang dalam lontarak Latoa 

terhadap pelaksanaan syariat Islam bagi masyarakat Bugis 

yang berada di Tana Bone pada periode lontarak. Demikian 

juga kesinambungan implikasinya pada masyarakat Bugis yang 

berada di Kabupaten Bone dewasa ini, dalam usaha menemukan 

wujud sumbangannya bagi pembinaan hukum Islam dalam ke-

rangka pembinaan hukum nasional. 

Berdasarkan pola pandangan dan latar belakang sosial 

uraian di muka, maka yang menjadi pokok permasalahan 

adalah pengamalan semangat kebudayaan syariat Islam 

tradisional serta penggalian perbendaharaan syariat Islam 

26 Berdasarkan informasi Andi Zainal Abidin Farid, 
Dr. J. Dorrneier adalah guru beliau. (Wawancara di Ujung
pandang, tanggal 2 November 1990). 
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sebagai sistem agama yang memberikan j iwa dan semangat 

terhadap unsur-unsur pangngaderreng dalam Latoa sebagai 

sistem budaya dan sistem sosial. Sistem pangngaderreng 

yang telah dij iwai dan disemangati oleh sistem syariat 

ini, akan mampu secara konsisten memberikan pengarahan 

hidup nilai agama, sosial dan budaya kepada orang Bugis 

sesuai ajaran Islam. Pengolahan ini berusaha mencari 

korelasinya untuk mengungkapkan peranannya sebagai penun~ 

tun hidup bagi orang Bugis dalam kehidupan bermasyarakat 

dan bernegara sesuai dengan ajaran Islam. 

C. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan pokok 

disertasi ini adalah: Bagaimana pola integrasi sistem 

pangngaderreng dengan sistem syariat Islam, yang kemudian 

terintegrasi dengan sistem hukum nasional? 

Dari pokok masalah tersebut maka dapat diidentifikasi 

sub-sub masalah kajian, sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah keberadaan Islam di keraj aan Bone yang 

turut mewarnai pandangan hidup masyarakatnya sampai 

syariat itu terintegrasi ke dalam sistem panggadarreng? 

2. Sejauh manakah aspek-aspek syariat Islam dapat terpadu 

dengan aspek-aspek pangngaderreng yang membentuk suatu 

pola integrasi? 

3. Sej auh mana aktualisasi sirik dalam membina kelang-
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gengan pangngaderreng dalam era globalisasi bagi ma

syarakat Bugis Sulawesi Selatan, khususnya masyarakat 

Islam di Bone? 

4. Mengapa syariat Islam dan pangngaderreng yang telah 

menjadi pandangan hidup masyarakat Bugis, utamanya di 

Bone, dapat lestari berhadapan dengan aturan-aturan 

hukum kolonial, dan selanjutnya di alam kemerdekaan 

menjadi salah satu unsur dalam memberi kontribusi bagi 

pembinaan hukum Nasional? 

5. Bagaimanakah prospek masa depan syariat Islam dan 

pangngaderreng yang terintegrasi pada sistem hukum 

Nasional dalam membentuk pandangan hidup masyarakat 

Bugis, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari pandan

gan hidup bangsa Indonesia? 

D. Sumber Data dan Objek Kajian 

1. Sasaran utama adalah naskah yang menjadi sumber primer 

dan telah ditransliterasi oleh Mattulada (Disertasi 

1975) dari Latoa yang termuat dalam BChr Jilid II, 

halaman 1 sampai dengan 180 yang diterbitkan oleh 

Matthes. Naskah ini diterbitkan tahun 1872 yang disalin 

dari Latoa tulisan tangan (hs) pemberian Arung Pancana 

Collik Puji-e yang disalin khusus dengan indahnya untuk 

Matthes . 

Penetapan naskah Latoa sebagai sumber data utama 
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ini dipandang tepat, karena beberapa alasan: 

a. Karena Latoa sebagai lontarak yang ditulis dalam 

bahasa Bugis, yang memuat sistem pangngaderreng 

secara lengkap dan mengalami penulisan ulang 

setelah masuknya Islam. 

b. Karena unsur-unsur pangngaderreng dalam Latoa lebih 

banyak mengandung konsep syariat Islam dibandingkan 

dengan lontarak Bugis lainnya. 

c. Karena Latoa adalah lontarak orang Bugis Bone yang 

justru merupakan kerajaan Bug is yang paling 

terkenal pada periode itu. 

d. Karena tokoh sumber yang terlibat dalam Latoa adalah 

tokoh-tokoh orang Bugis abad XV dan XVI (kecuali 

Nabi Muhammad saw. dan Lukmanul Hakim) , menj elang 

diterimanya Islam sebagai agama resmi kerajaan. 

2. Naskah Lontarak Sukkukna Wajo (LSW) tulisan Andi 

Makkaraka Arung Bettempola yang ditranskripsi dan 

ditrans-literasi oleh Andi Zainal Abidin Farid, dalam 

disertasinya tahun 1979. Meskipun LSW itu dinilai 

sebagai lontarak yang paling lengkap di antara sekian 

banyak lontarak lainnya di Sulawesi Selatan dan 

Leiden, serta ditulis sebelum Perang Dunia ke-2, namun 

karena sistem pangngaderreng yang termuat di dalamnya 

hanya yang ditulis sebelum Islam, maka naskah LSW ini 

hanya dijadikan sasaran pelengkap. Sedangkan alasan 
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diikut sertakannya LSW sebagai pelengkap, karena Wajo 

terkenal juga sebagai kerajaan Bugis yang besar, 

anggota Tellumpocco-e (1528) . 

3. Sistem syariat Islam·yang meliputi: 

a. Ajaran akidah dengan unsur-unsur keimanan yang enam 

b. 

dan ketauhidan. 

Aj aran syariat meliputi hukum ibadah, hukum 

keluarga, hukum mua 'amalah madaniyah, hukum harta 

benda dan ekonomi, uqubat, hukum acara, hukum dustu

riyah atau negara, dan hukum-hukum antar negara. 

c. Ajaran akhlak (tasawuf) yaitu suatu sikap mental dan 

laku perbuatan yang luhur dalam hubungannya dengan 

Zat Yang Maha Kuasa, suatu produk keyakinan atas 

kekuasaan Tuhan, yaitu produk jiwa tauhid. 

4. Prof il orang Bugis yang terlihat dalam Latoa serta 

dalam Lontarak Bugis lainnya yang menjadi objek kajian, 

untuk mengetahui sejauh mana penerimaan mereka terhadap 

ajaran syariat Islam, dalam pangngaderreng. 

5. Peraturan-peraturan hukum nasional, sepanjang yang 

berhubungan dengan materi yang menunjukkan adanya 

hubungan antara hukum adat dan hukum Islam secara 

timbal-balik. Kajian ini berusaha menemukan kelestarian 

eksistensi pangngaderreng sebagai nilai-nilai moral dan 

kaidah-kaidah sosial . 

6. Masyarakat Bugis di Bone sepanjang yang berkaitan 
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dengan pelaksanaan syariat Islam dalam bidang-bidang 

yang disebutkan di atas. Pemilihan Bone sebagai 

sumber data penelitian tentang peranan pangngaderreng 

terhadap pelaksanaan syariat Islam bagi masyarakat 

Bugis dipandang tepat karena : 

a. Kerajaan Bone pada masa Lontarak merupakan kera-

jaan Bugis yang paling besar dan terkenal. 

b. Meskipun kerajaan Bone terakhir masuk Islam namun 

ternyata kemudian, kemantapan keislamannya tidak 

kurang bobotnya dibandingkan dengan kerajaan 

lainnya. 

c. Karena Lontarak yang memuat sistem pangngaderreng 

secara lengkap adalah Lontarak Latoa yang ditulis 

dalam bahasa Bugis dari Bone. 

d. Perbedaan antara kelompok elit dan warga masyara

kat umum lainnya dewasa ini masih cukup jelas, se 

hingga agak mudah mengamati pengaruh pangngader

reng bagi setiap strata sosial yang ada. 

E. Tujuan dan Kequnaan Penelitian 

1. Tujuan 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

a. Mendeskripsikan sistem pangngaderreng secara 

sistematis, untuk mengungkapkan sejauh mana sistem 

tersebut sebagai suatu sistem nilai dan kaidah-
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.. kaidah sosial dapat mendorong dirinya untuk diterima 

orang Bugis serta memberi bentuk perwujudan nilai-

nilai dan kaidah-kaidah sosial dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara. 

b. Mengetahui berbagai pola pikir yang berintegrasi 

dalam sistem pangngaderreng, yang terdiri atas pola 

pikir Pancasila, adat dan Islam menurut naskah 

Latoa. 

c. Mengungkapkan keserasian dan keselarasan ajaran 

pokok syariat Islam yang terdiri atas ajaran akidah 

(tauhid), ajaran syariat (fikhi) dan ajaran akhlak 

(tasawuf) dengan konsep-konsep pang-ngaderreng yang 

terdiri atas konsep adek, rapang, warik, bicara dan 

sarak. 

d. Menonjolkan peranan yang dimainkan oleh konsep sarak 

serta bagian-bagian pangngaderreng tel ah yang 

dipengaruhi Islam dalam membentuk pandangan, sikap 

dan tingkah laku orang Bugis dalam kehidupan berma-

syarakat, bernegara dan beragama sebagai pembenaran 

anggapan bahwa orang Bugis identik dengan Islam. 

2. Kegunaan 

Kegunaan hasil penelitian ini, sebagai berikut: 

• a. Dalam skala yang lebih luas, penelitian ini kiranya 

dapat berfungsi sebagai suatu sampel dalam meperoleh 
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jawaban tentang motivasi perkembangan pangngaderreng 

dalam kehidupan orang Bugis. 

b. Kiranya dapat dipertimbangkan sebagai sumber infor

masi ilmiah yang dapat dimanfaatkan untuk pengem

bangan khazanah daerah dan penelitian agama. 

c. Kiranya dapat dipertimbangkan pula untuk dapat 

menciptakan sistem penghargaan kepada karya-karya 

ilmiah yang dapat mempertinggi martabat suku bangsa, 

bangsa Indonesia dan umat Islam. 

d. Sebagai penunjang untuk menerima anggapan bahwa 

dimasukkannya hukum Islam dalam sistem perundangan 

Indonesia, merupakan salah satu sumbangan sistem 

pangngaderreng yang telah menjadi satu dengan syari-

1 at Islam. 

e. Hasil kaj ian ini. diharapkan kiranya merupakan sum

bangan yang bermanf aat bagi IAIN dan Departemen 

Agama sebagai bahan pertimbangan yang rnungkin dapat 

dipergunakan untuk usaha pengembangan dan pembinaan 

hukum Islam di Indonesia dalam kerangka pembinaan 

Hukum Nasional. 

f. Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat dirnan

faatkan sebagai modal dasar bagi nilai-nilai budaya 

bangsa dalam bermasyarakat dan bernegara berdasarkan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 . 
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F. Metode Penelitian 

1. Pengumpulan data, dan sumbernya 

a. Studi naskah dengan rnenggunakan beberapa naskah 

lontarak yang telah ditranskripsi, ditransliterasi, 

dan diterjernahkan dari bahasa Bugis ke dalarn bahasa 

Indonesia. 

b. Studi kepustakaan dengan rnencari data dan inforrnasi 

dalarn berbagai literatur yang erat hubungannya 

dengan judul penelitian, dari beberapa perpustakaan 

dalarn Kotarnadya Ujungpandang, dan ternpat lain. 

c. Studi dokurnenter dengan rnengumpulkan data dari sum-

ber-sumber yang bersifat dokumen, berupa kumpulan 

data verbal berbentuk tulisan seperti arsip, maja-

lah, brosur, biografi dan lain-lain. 

d. Metode wawancara yaitu pengumpulan data dari infor-

man yang dianggap ahli tentang substansi penelitian 

ini. Wawancara dilakukan dengan Andi Pabarangi, Andi 

Sangaji dan Andi Sangkuru di kabupaten Wajo mengenai 

pangngaderreng dalam Lontarak Sukkuna Wajo (LSW). 

Sedang mengenai pelaksanaan pangngaderreng dalam 

Lontarak Latoa, diperoleh data dari wawancara dengan 

K. H. M. Rafi Sulaeman, Andi Abu Bakar Punagi, Andi 

Palloge Petta Nabba dan Petta Nompo. Wawancara 

mendalam dilakukan pula dengan A. Zainal Abidin 
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Farid, yang di samping Promoter, juga dipandang 
.. 

sebagai ahli Lontarak di Sulawesi Selatan. 

e. Metode observasi, berupa pengamatan terhadap feno-

mena-fenomena populasi yang dilakukan secara lang-

sung. Metode ini khususnya dalam mempelajari bentuk-

bentuk kegiatan dakwah masyarakat Bone, kegiatan 

ritual, sikap, tingkah laku, serta kibiasaan-

kebiasaan yang berlaku di kalangan mereka sebagai 

bahan penganalisaan berdasarkan teori yang sudah 

dimiliki tentang nilai-nilai budaya Bugis, aj aran 

Islam, aj aran pangngaderreng serta hubungan antara 

keduanya. 

2. Analisis Data 

Data penelitian dianalisis dengan mengikut 

sertakan aspek budaya, yang dimulai dari suatu 

deskripsi yang jelas tentang sarak dalam sistem 

panggadarreng, mengingat pendekatan penelitian ini 

lebih banyak berorientasi pada konteks budaya. Di 

samping itu teori-teori menyangkut aspek tersebut 

digunakan sebagai karangka pemikiran. Hal ini membawa 

kecenderungan untuk memakai analisis kualitatif dalam 

rangka interpretasi terhadap fenomena-fenomena yang 

bersifat historis, sosiologis dan kultural. Metode 

kualitatif ini dalam banyak hal ditegaskan dalam sistem 
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berpikir induktif dan komparatif yang diorientasikan 

pada pola pikir struktural fungsional dari masing-

masing unsur yang terintegrasi dalam nilai-nilai 

Pancasila, panggadarreng dan Islam. 

G. Pendekatan Teoretis dan Garis Besar Isi Kajian 

Penelaahan analitis mengenai lontarak Sulawesi Sela-

tan telah banyak disumbangkan oleh ahli ilmu sosial yang 

khusus mempelajari struktur kebudayaan dan kehidupan 

bermasyarakat orang Bugis. Karya-karya yang dapat dikemu-

kakan antara lain adalah Matthes (1885), Nieman (1889), 

Friedericy (1933), Kern (1952), Chabot (1950, 1970), 

Mattulada (1975), Andi Hasan Walinono (1980), Andi Zainal 

Abidin Farid (1979), Hamid Abdullah (1984), A. Rahman 

Rahim (1984) dan Abu Hamid (1990), namun karena penelaah-

an secara khusus dengan pendekatan syariat Islam yang 

dikaitkan dengan masyarakat Bugis di Bone, dianggap belum 

dilakukan orang, maka kajian ini diajukan juga untuk 

mendapatkan nilai guna. 

Kaj ian ini meliputi j angkauan yang amat 1 uas, dan 

mencakup berbagai aspek dalam kehidupan sebagai 

konsekuensi dari istilah syariat Islam seperti dijelaskan 

di muka. Maka di sini akan dibatasi dengan mengambil satu 

sisi daripadanya, ialah masalah dinamika kemasyarakatan 

orang Bugis Bone dalam pelaksanaan syariat Islam, baik 
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menyangkut manusianya, lembaga-lembaganya, maupun nilai-

nilai sosialnya, yang secara perspektif dilukiskan oleh 

pangngaderreng dalam naskah lon tarak. Demikian j uga 

kesinambungannya sebagai akibat dari perubahan itu, yang 

secara perspektif dapat dilihat sejauh mana perannya dalam 

memberikan sumbangan terhada,p pelaksanaan syariat Islam 

selanjutnya. Hal ini sesuai dengan dinamika hukum Islam 

yang dinyatakan bahwa kesempurnaan syariat Islam justru 

terletak pada aspek-aspek dinamikanya serta faktor-faktor 

elastisitasnya. 

Kaj ian analitik mengenai pelaksanaan syariat Islam 

dari pola integrasi sarak dan pangngaderreng dalam naskah 

lontarak Latoa ini, secara perspektif erat pula kaitannya 

dengan salah satu pusat perhatian kebudayaan. 27 Di 

samping itu secara prospektif memerlukan kaj ian empirik 

tentang sejauh mana peranan pangngaderrang dalam kehi-

dupan bermasyarakat orang Bugis Muslim di Bone, masa kini 

dan masa datang. 

Dengan demikian menurut kerangka berpikir ini, 

masalah pembahasan syariat Islam dalam hubungannya dengan 

masyarakat Bugis Bone, adalah relevan bila didekati dari 

27Kebudayaan adalah keseluruhan warisan sosial yang 
dapat dipandang sebagai hasil karya yang tersusun menurut 
tata tertib yang teratur, terdiri atas kebendaan, kema
hiran teknik, pikiran dan gagasan, kebiasaan dan nilai
nilai tertentu, organisasi sosial tertentu dan seba
gainya. 
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sudut pandang sistem agama. 28 Hal ini tidak berarti 

disiplin lain akan tertutup kemungkinan bekerja atas dasar 

tinjauan yang difokuskannya, bahkan pendekatan antara 

disiplin merupakan tema pokok dalam penelitian ilmiah 

dewasa ini. 

Pertama dengan pendekatan budaya, dengan mencari 

unsur-unsur syariat Islam yang terdapat dalam pangngader-

reng serta faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan 

dan penerapannya. Hal ini akan dimulai dengan mendeskrip-

sikan secara j elas tentang apa dan bagaimana sebenarnya 

ajaran pangngaderreng itu, baik sebagai pranata (institu-

tion) kemasyarakatan politik, maupun sebagai bagian dari 

suatu sistem nilai dan sistem budaya. Kemudian dipelajari 

dalam suatu analisis, untuk mencoba menemukan faktor-

f aktor perkembangannya dalam kehidupan keagamaan orang 

Bugis. Sesuai dengan perkembangan sejarah, tiap periode 

bangunan pangngaderreng/sarak itu senantiasa mengalami 

pengaruh yang turut memberi warna dan watak tersendiri 

dalam struktur kebudayaan. 

Apa yang kita dapati sekarang ini, adalah warisan 

sosial yang sudah mengalami seleksi, baik kekuatan seleksi 

yang berasal dari pangngaderreng, maupun dari sarak, namun 

tidak dapat disangkal, bahwa bangunan ini sudah mendapat 

28M.A.G. Pringgodigdo, Hasan Shadily, M.A. Sistem 
Agama, 1977, hlm. 181. 



... · 

33 

ramuan dari luar, terutama yang berasal dari aturan-aturan 

nasional. Pada hakekatnya ramuan itu tidak bertentangan 

dengan sifat dan ciri struktur, bahkan merupakan sublimasi 

dari sistem yang sudah ada. 

Kedua dengan pendekatan sosial, dengan mempelaj ari 

peranan-peranan tertentu yang tertuang dalam sumber-sumber 

pangngaderreng meliputi adek, wari ', rapang, bicara dan 

sarak sebagai satu sistem yang berlaku pada masyarakat 

Bugis Bone. Sebagai sub kelompok sosial, yaitu dengan 

mempelajari tingkah laku, kebiasaan, sistem dan persepsi 

mereka terhadap syariat Islam serta lembaganya. Demikian 

juga dapat digali secara langsung dengan berbagai metode 

dan data tentang motivasi mereka dalam melaksanakan 

syariat Islam itu. Bahwa pola pandangan Fikih, Ilmu Tauhid 

dan Tasawuf mengenai proses sosialisasi dari struktur 

kebudayaan orang Bugis terintegrasi dalam pangngaderreng. 

Di sisi lain masih berkembang juga pola-pola kebudayaan 

pra Islam, sehingga tidak sedikit membawa ketegangan dan 

kesenjangan sosial. 

Setelah itu dipelajari 

melihat pangngaderreng secara 

secara integrated dengan 

berkait (interdependen) 

dalam kontek sosio budaya orang Bugis, pengaruh Islam di 

dalamnya, serta pengaruhnya terhadap berbagai aspek 

kehidupan orang Bugis secara berkesinambungan . 

Konsep-konsep syariat Islam sesuai pengertiannya dan 
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sesuai pula dengan pola di muka, dapat dilihat pada konsep 

akidah, konsep syariah (fikih) dan konsep akhlak (tasauf) . 

1. Konsep akidah meliputi unsur-unsur keimanan. 

2. Konsep syariah (fikih) yaitu koleksi hukum-hukum ama-

liyah syar'i meliputi hukum ibadah, hukum keluarga, 

hukum muamalah madaniyah, hukum harta benda dan ekono-

mi, hukum uqubat, hukum acara, hukum dusturiyah (ne

gara) atau hukum-hukum antar negara.2 9 

3. Konsep akhlak ( tasauf) yaitu suatu sikap mental dan 

laku perbuatan yang luhur dalam hubungannya dengan zat 

yang Maha Kuasa, suatu produk dari keyakinan atas 

kekuasaan dan keesaan Tuhan, yaitu produk dari jiwa 

Tauhid. 

Konsep-konsep ini akan dicari korelasinya dengan 

pangngaderrang serta implementasinya dalam kehidupan 

beragama orang Bugis sebagai manifestasi pelaksanaan 

syariat Islam. Sebagai kerangka acuan, tulisan ini dapat 

dimulai dari berbagai pendapat tentang sosio budaya orang 

Bugis yang dikatakan banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam 

dalam suatu integritas. 

Dengan pendekatan teoritis seperti disebutkan, maka 

garis besar isi disertasi ini berkisar pada: 

--------------------
29Lihaat T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, Pengantar Ilmu 

Perbandingan Mazhab, (Bulan Bintang), Jakarta, 1975, hlm. 
24-26. 
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1. Panggadarreng sebagai sistem budaya dan sistem sosial, 

terdiri atas unsur adek (dalam arti sempit), rapang, 

warik, dan bicara sebagai unsur aslinya.30 Setelah 

memperoleh tambahan dengan unsur sarak sebagai dampak 

dari islamisasi, menjadikan lima unsur yang berinteg-

rasi menjadi satu sistem nilai. Unsur-unsur pangngader-

reng ini pada umumnya terdapat pada lontarak-lontarak 

moral orang Bugis, yang berproses menj adi pandangan 

hidupnya mulai dari zaman pra Islam, sampai proses 

islamisasi selanjutnya. 

Pola pandangan pangngaderreng ini mencerminkan 

integrasi antara pola pandangan Pancasila, adek dan 

Islam. Dalam hal ini sasaran perhatian akan tertuju 

kepada unsur-unsur yang dominan untuk dijadikan sumber 

informasi bagi pembenaran anggapan bahwa aga:ma Islam 

identik dengan orang Bugis .. 

2. Pemikiran tentang masa berlangsungnya penuangan ajaran 

moral dalam Latoa setelah datangnya agama Islam di Tana 

Bugis, merupakan indikator adanya perpaduan unsur sarak 

dengan keempat unsur lainnya dalam sistem pang-

30Menurut rumusan Lontarak Sukkuna Wajo bicara tidak 
termasuk unsur, tetapi tuppu (aturan jenjang pelbagai 
adat). Mungkin karena dirumuskan pada abad XV-XVI, maka 
bicara bukan kaidah, tetapi pelaksanaan atau penerapan 
adek, rapang, warik dan tuppu. Karena bicara diartikan: 
a) peradilan, b) musyawarah pemerintahan; tugasnya 
mempertahankan adek dalam arti luas. 
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ngaderreng. Terhadap indikator ini, dilakukan studi 

analitik terhadap naskah Latoa sebagai sasaran pokok, 

perta naskah-naskah lontarak Bugis lainnya sebagai 

penunjang, tentang berbagai hal: 

.a. Wujud pola pandangan Pancasila, adek dan Islam yang 

berintegrasi dalam pangngaderreng. 

b. Konsep-konsep syariat Islam dalam setiap unsur 

pangngaderreng yang meliputi pola pandang akidah 

(tauhid), syariat (fikih) dan akhlak (tasauf) 

c. Wujud sistem syariat yang mempengaruhi sistem pang

ngaderreng secara timbal balik. 

d. Penerimaan orang Bugis terhadap pangngaderreng, baik 

sebagai organisasi, mupun sebagai pandangan hidup 

dengan kumpulan peraturan kaidah sosial sebagai 

pedoman bermasyarakat dan bernegara, sehingga ia 

mampu menjadi penuntun dan pegangan hidup dalam 

bermasyarakat dan benegara bagi setiap warga masyar

akat, bagi setiap lembaga kemasyarakatan dan lembaga 

kenegaraan menurut Latoa. 

3. Pemikiran tentang adanya sumbangan sistem pang

ngadereng dalam sistem perundang-undangan nasional 

dengan indikator adanya hubungan antara hukum Islam 

dengan masyarakat, serta penerimaan asas hukum Islam 

terhadap adat kebiasaan sebagai hukum yang bertahan 

selama adat itu tidak bertentangan dengan Alquran, da~ 
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sunnah Rasul saw .. Menyangkut pemikiran ini, diperlukan 

kajian terhadap peraturan-peraturan hukum nasional 

untuk menyatakan konsistensi aspek ideal sistem 

pangngaderreng dalam alam pembaruan. 

Berdasarkan studi analitis ini, dilakukanlah kajian 

integrasi sistem syariat dengan sistem pangngaderreng 

dalam naskah Latoa dan lontarak-lontarak Bugis lainnya, 

sebagai pandangan hidup orang Bugis ini. Deng an 

demikian, diharapkan agar sumbangan terhadap 

pengembangan hukum Islam dalam kerangka pembinaan hukum 

nasional, sebagai dasar pembinaan masyarakat Pancasila 

dapat terungkap dalam hubungannya dengan penerimaan 

masyarakat Indonesia terhadap hukum Islam yang 

terlihat pada materi perundang-undangan dewasa ini. ·if<, ; 
Sesuai dengan perkembangan sejarah dan dinamika sosial, 

priode pembauran sarak dalam pangngaderreng telah 

mengalami pengaruh yang turut memberi warna dan watak 

tersendiri dalam struktur kebudayaan orang Bugis di 

Bone. Apa yang kita dapatkan sekarang ini, adalah 

warisan sosial yang telah mengalami seleksi dari 

kekuatan sarak dan telah mendapat ramuan dari luar, 

terutama dari ramuan nasional. Sarak telah menggantikan 

sendi-sendi pangngaderreng yang tidak berfungsi lagi 

dalam arti organisasi. Sarak hingga kini tetap berada 

dalam hidup kemasyarakatan dan berkembang menjadi 
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Lembaga rakyat, menyertai kehidupan orang Bugis di Kabu-

paten Bone, ditandai dengan pelaksanaan syariat Islam 

dalam berbagai aspek kehidupan . 

5. Pangngaderreng sebagai hukum adat, merupakan wujud kebu

dayaan orang Bugis khususnya Bone dimasa lampau. Disamp

ing itu pangngaderreng juga bernilai keagamaan dalam 

dimensi ketuhanan, pribadi dan sosial kemasyarakatan yang 

terabtraksi dalam konsep sirik sebagai konsekwensi batin 

yang dalam proses aktualisasinya menjadi kaidah untuk 

koreksi sosial. 

Tantangan Pangngaderreng adalah arus inf ormasi dan 

globalisasi sesuai dengan cirinya yang dinamis dan terbu

ka . Dibalik itu ia .juga berpeluang untuk tetap lestari 

dalam prospek masa depannya, karena adanya upaya pembi

naan kehidupan keagamaan, adanya upaya pemerintah mengem

bangkan kebudayaan bangsa dengan pendekatan integralistik 

antara penumbuhan kemampuan mengembangkan nilai-nilai 

budaya daerah yang luhur dan beradab dengan penyerapan 

nilai budaya asing yang positif dalam rangka pengayaan 

budaya nasional. Disamping itu munculnya kecederungan 

memegangteguh agama akibat keletihan rohani dalam menge

j ar prestasi hidup. 

Pemikiran ini menghendaki solusi berupa langkah

langkah positif untuk optimalisasi pencapaian prospek 

masa depan tersebut. 

• 



BAB VI 

KESIMPULAN 

Dari uraian di atas dapat dikemukakan kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Perkembangan Islam sebagai agama kerajaan dan anutan 

masyarakat di Sulawesi Slatan, khususnya di kerajaan 

Bone, relatif berlangsung dengan mudah dan cepat, 

karena didukang oleh beberapa faktor: 

a. Jauh sebelum Islam masuk ke Sulawesi Selatan, 

masyarakatnya sudah mengetahui nama Islam, terutama 

para saudagar yang mengunjungi pulau-pulau lainnya 

di Nusantara, khususnya Pulau Jawa dan Sumatera, 

sehingga nama Islam tidak asing lagi bagi masyara

kat Bugis. 

b. Terdapat sejumlah orang Bugis dan Melayu di Suppa 

dan Siang (sekarang termasuk Kabupaten Pangkajene 

Kepulauan) yang telah menganut Islam sejak perte

ngahan abad ke-16. Kedua tempat tersebut telah 

didatangi oleh penyiar Islam dari Arab, yaitu ~ed 

al- Imam al- Husaini dan menetap di Tosara sampai 

wafatnya. 

c. Sebelum Islam masuk ke Sulawesdi Selatan, masyara

katnya telah percaya pada Dewata Seuae (Tuhan Yang 

Esa) , sehingga memudahkan mereka menerima Islam 
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yang berintikan akidah tauhid. 

d. Kerjasama antar kerajaan sangat mendukung penyebar

an Islam di Sulawesi Sela tan. Kesepakatan ini 

mengacu kepada kesepakatan antara keraj aan (Kera

j aan Gowa, Kerajaan Luwu dan Kerajaan Bone) di 

Sulawesi Selatan pada waktu itu, bahwa siapa yang 

menemukan ajaran baru yang baik agar disampaikan 

kepada kerajaan lain agar sama-sama menganut ajaran 

baru itu. Demikianlah, ketika penyiar Islam perta

ma datang ke Kerajaan Gowa, raja Gowa meminta 

pertimbangan kepada raja Luwu' untuk menerima agarna 

Islam itu. Dengan cara demikian, perannya sebagai 

pendukung syiar Islam sangat besar sehingga Islam 

dengan cepat dan mudah dijadikan sebagai_ agama 

kerajaan di kerajaan-kerajaan di Sulawesi Selatan. 

Dengan demikian, faktor historis, faktor keper

cayaan, dan kerjasama antar kerajaan di Sulawesi Sela

tan menjadi faktor utama cepatnya Islam menjadi agama 

kerajaan dan menjadi anutan masyarakat. 

2. Terjadi integrasi antara syariat Islam dengan pangnga

derreng (adek, bicara, rapang, warik dan sarak) dalam 

realitas masyarakat sebagaimana yang termaktub dalam 

naskah Latoa. Integrasi tersebut terjadi baik dalam 

bentuk integrasi substansial maupun struktural. 

a. Integrasi substansial yakni materi-materi atau 
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substansi aj aran Islam dalam beberapa aspeknya 

terintegrasi dengan aspek-aspek pangngaderreng. 

Integrasi ini ada dua bentuk, yaitu: integrasi 

yang bersif at asimilasi dan integrasi yang bersif at 

adaptasi. 

1) . Integrasi yang bersifat asimilasi, yakni pem

bauran yang terj adi sedemikian rupa sehingga 

sulit lagi dipisahkan satu sama lain. Misal

nya, dalam soal kepercayaan ketuhanan dalam 

masyarakat Bone, mereka telah percaya pada 

Dewata Seuae sebelum Islam. Setelah Islam 

diterima, kepercayaan tersebut terintegrasi 

dengan aj aran ketauhidan. Dal am hal ini Tuhan 

sudah disebut dengan Allah Ta' ala dan sifat

sifat-Nya yang pada umumnya diambil dari ajaran 

Islam. Ajaran pangngaderreng tentang pembinaan 

kepribadian, norma-norma pergaulan sosial dan 

sifat-sifat y~ng mulia berintegrasi dengan 

ajaran akhlak dalam Islam. Ajaran kenegaraan 

dalam pangngaderreng terintegrasi dengan Fikih 

Siyasah dalam h~~um Islam, yang berkaitan 

denga:i. prosedur peradilan terintegrasi dengan 

Qadha (peradilan) dalam hukum Islam. 

2) . Integrasi yang bersifat adaptasi, yakni ~erda

pat kesamaan di samping perbedaan antara syari-
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'at Islam dan pangngaderreng, khususnya dalam 

beberapa hal dalam putusan hukum serta masalah 

hukum perkawinan, misalnya dalam Latoa ada 

larangan kawin dengan orang yang tidak sedera

j at asal usul keturunannya. Larangan semacam 

itu tidak terdapat dalam syariat Islam. Namun 

syariat Islam dapat mengadaptasikan diri se

hingga tidak sekaligus mengubahnya. 

b. Integrasi struktural adalah integrasi yang terjadi 

karena sarak (syariat Islam) disebutkan secara 

inklusif dalam struktur pangngaderreng. Jadi, 

secara formal sarak masuk sebagai salah satu bagian 

Pangngaderreng. Wujud konkritnya adalah terdapat

nya aparat sa=ak sebagai salah satu komponen dari 

aparat kerajaan yang disebut pakkatenni adek 

(pemangku adat), dengan pejabat tinggi yang disebut 

kali (qadhi) . Aparat sarak tersebut sangat besar 

peranannya da:.am pelestarian ajaran Islam dalam 

masyarkat. Da:.am hal ini, nilai-nilai Islam dan 

kultur setempat yang membaur dalam aspek-aspek 

tretentu pada pangngaderreng, diarahkan untuk 

perbaikan-perb=.ikan menuju kesempurnaan kehidupan. 

Sampai kini a;iarat sarak yang mengurusi masalah 

ibadah masih a~a pada sebagian masyrakat Bugis. 

3. Terjadinya integrasi antara Pangngaderreng dengan 
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syariat Isl.am menyebabkan keduanya membentuk pandangan 

hidup masyarakat Bugis, khususnya di Bone. Syariat 

Islam dijadikan sebagai pedoman dalam menjalin hu

bungan antara manusia dan Tuhannya, antara manusia dan 

sesama manusia, yang terwujud dalam kehidupan sosial 

kemasyarakatan, kenegaraan serta aturan-aturan hukum 

untuk mengayomi masyarakat dari tindakan kriminal. 

Dalam kedudukannya sebagai norma sosial , kenegaraan 

dan hukum, pangngaderreng (yang telah terintegrasi 

dengan syariat Islam) berperan juga sebagai hukum adat 

dalam masyarakat Bugis. 

Syariat Islam yang menjadi pandangan hidup ma

syarakat Bugis tersebut membentuk sikap mental yang 

disebut sirik (rasa malu karena tidak mengikuti norma 

agama/adat) . Sirik sebagai sikap mental bagi perta

hanan harkat dan martabat manusia berperan sebagai 

kendali dan koreksi yang konstruktif untuk lestarinya 

norma-norma pa:::i.gngaderreng dan syariat Islam dalam 

masyarakat. 

4. Syariat Islam dan pangngadarreng yang terlah terinteg

rasi tetap les~ari dalam arus perubahan saman, mulai 

::::.ari masa kolonial sampai sekarang, karena: 

c:.. Pangngaderreng/syari' at Islam telah berakar kl.:at 

dalam lubuk jiwa dan menjadi identitas diri masya

rakat Bugis, sehingga menjadi pandangan hidup. 
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b. Pemerintah kolonial Belanda sendiri tidak berupaya 

menghilangkan hukum adat masyarakat Indonesia 

karena dipandangnya tidak menjadi ancaman bagi 

eksistensi kolonialisme mereka. Bahkan pemerintah 

Belanda memandang bahwa dengan lestarinya hukum 

adat berarti terpeliharanya nilai-nilai ~radisional 

masyarakat Indonesia, sehingga tidak di~asuki oleh 

pandangan modern yang justru bisa menjadi ancaman 

kolonialisme. 

c. Di alam kemerdekaan, pangngaderreng te~ap lestari 

karena: 

l) . Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar ne 

gara, menjunjung tinggi kemutlakan eksistensi 

agama bagi setiap warga negara Repu.blik Indo

nesia. Pancasila juga mengakui eksistensi adat 

bangsa Indonesia dengan prinsip "Bh:..neka Tung

gal Ika". Dari segi substansialnya, Pancasila 

sebagai ekspresi budaya dan panda~gan hidup 

bangsa Indonesia pada hakikatnya j "L:3"a menj adi 

perwujudan dari pangngaderreng se:Cagai salah 

satu institusi adat di antara berl:::agai corak 

adat dalam masyarakat Indonesia. Dengan demi-

kian, Pancasila sebagai dasar nega=a yang wajib 

dilestarikan, berarti juga melesta=ikan pang

ngaderreng sebagai salah satu adat cangsa Indo-
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nesia di daerah Bugis. 

2). Posisi hukum adat dalam sistem hukum nasional 

menj adi salah satu aset dalam pembinaan hukum 

nasional. Dengan demikian, pangngaderreng tetap 

diakui eksistensinya secara teoritis ilmiah 

sebagai salah satu aset pembinaan hukum nasio-

nal. Secara praktis, pangngaderreng tetap 

berlaku sebagai hukum adat masyarakat Bugis. 

Peranan dari segi praktis ini adalah merupakan 

hukum tidak tertulis yang turut mewujudkan 

tatanan hidup masyarakat Bugis, baik dalam 

hubungannya dengan Tuhan, pembir.aan kepriba-

dian, kehidupan sosial dan kene3araan maupun 

dalam pembinaan keamanan dan kete:::-tiban masya-

rakat. 

d. Dalam perkembangan selanjutnya, Hukum Islam berke-

dudukan sebagai hukum nasional, dapat berlaku 

langsung tanpa melalui hukum aaat. ~e~udukan hukum 

Islam sebagai hukum tersendiri ini terlihat keku-

atannya dalam badan-badan peradilan ~3ama, seperti 

diatur dalam Undang-Undang Nomor tahun 1970 

tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Ke:-:uasaan Keha-

kiman, Undang-Undang Nomor 1 tahun ::_974 tentang 

Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 ta~un 1989 ten-

tang Peradilan Agama, serta Instr~~si Presiden 
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Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. 

Perkembangan ini menunjukkan bahwa unsur-unsur 

syariat Islam yang sekaligus beradaptasi dalam 

pangngaderreng memberikan sumbangan yang positif 

terhadap pembinaan hukum nasional, di samping 

sebagai sumber tersendiri terlepas dari pangngader

reng masa lampau. Dengan demikian j el as pulalah 

kebenaran pernyataan bahwa hukum Islam menjadi 

sumber bagi pembentukan hukum nasional yang akan 

datang, di samping hukum-hukum lainnya yang tumbuh 

dan berkembang di negara Republik Indonesia. 

5. Tantangan bagi pangngaderreng masa kini adalah arus 

globalisasi sehingga kultur asing yang masuk ke dalam 

masyarakat Indonesia dapat melunturkan nilai-nilai 

budaya masyarakat. Budaya materialisme, individualis

me dan hedonisme adalah budaya yang bertentangan 

dengan pangngaderreng. Pengaruh budaya asing tersebut 

dalam masyarakat Bugis, misalnya sirik (rasa malu) 

mulai merosot perananya sebagai kendali moral. Akan 

tetapi di sisi lain terdapat optimisme untuk tetap 

lestarinya pangngaderreng yaitu: 

a. Adanya upaya pemerintah untuk tetap memasyarakatkan 

Pancasila melalui penataran P-4 dan langkah-langkah 

praktis lainnya. 

b. Upaya pembinaan kehidupan -keagamaan, khususnya 
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Islam kini mengalami perkembangan melalui lembaga 

dakwah dan pendidikan Islam. 

c . Adanya upaya pemerintah untuk mengembangkan kebu

dayaan bangsa yang dilakukan dengan pendekatan 

integralistik antara penumbuhan kemampuan mengem

bangkan nilai-nilai budaya daerah yang luhur dan 

beradab dengan penyerapan nilai budaya asing yang 

positif dalam rangka pengayaan budaya nasional. 

d. Munculnya kecenderungan dalam masyarakat untuk 

tetap memegang teguh agama akibat keletihan rohani 

dalam mengejar prestasi hidup. Kondisi seperti ini 

sebagai "arus balik" kecenderungan modernisme. 

Modernisme mulai dikritik karena tidak berhasil 

mengantar manusia pada ketenteraman hidup lahir 

batin. Kritik itu memberi peluang bagi peranan 

agama dan nilai tradisional (adat) untuk tampil 

memberikan kesegaran rohani bagi manusia. Deng an 

demikian, agama dan adat akan menjadi pilihan utama 

masyarakat dalam mengarungi kehidupannya. Dalam 

kondisi seperti ini, prospek masa depan pangngader

reng akan tetap aktual dalam masyarakat Bugis, 

meskipun secara kelembagaan tidak berfungsi lagi. 
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